WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR Q2. TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(8), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (7),
Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 ayat (3),
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame dan untuk melengkapi
sistem dan prosedur pajak reklame maka perlu diatur
ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan pajak reklame melalui  Peraturan
Walikota Pekan baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurufl a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang;Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tatg Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999):

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 89);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak
Daerah dan Retribus;j Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Noimor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang—Unciang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor o679);

Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 560 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan vang
dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam
Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Nergara /Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis  Pajak Dacrah vyang dipungut berdasarkan
penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib
pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di  Kota
Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun
2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 24);

19. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 53);

20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 124 Tahun 2014
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2014 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
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Walikota adalah Walikota Pekanbary.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota
Pekanbaruy,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbary.

Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang selanjutnya disebut
Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame.

Pajak Daerah, yang selanjutnyva disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan wuntuk
keperluan dasrah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
Kesatuan baix yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan
dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha
Tetap dan Bentuk Badan Lainnya,

Pajak Reklame adalah Pajak Atas Penyelenggaraan Reklame.
) ; 3 28

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan reklame.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Penanggung Pzjak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan seckaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnva berdasarkan
peraturan peruy ndangan-undangan perpajakan.



17. Masa Pajak Reklame adalah Jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan
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kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu
komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara,
masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan
ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

Penyelenggaraan Reklame adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik
untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
vang menjadi tanggungannya.

Reklame Megatron adalah reklame yvang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa
gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
menggunakan tenaga listrik. Termasuk dj dalamnya Videotron dan
Elcktronic Display.

Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan
atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan
menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik
oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan
baik bermotor ataupun tidak.

Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau
bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan
tluan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang
bersifat insidentil.

Reklame Kain adalah Reklame yang twjuan materinya jangka pendek
atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil
dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain
vang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul,
bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant
banner dan standing banner.

Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantung pada suatu benda lamn, termasuk di dalamnya adalah
brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.

Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilckatkan, dipasang
atau digantung pada suatu benda.

Reklame Film atau Slide adalah Reklame vang diselenggarakan dengan
cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun
bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/
atau dipancarkan.

Reklame Udara adalah Reklame vang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame Apung adalah Reklame nsidentil yang diselenggarakan di
permukaan air atau di atas permukaan air.
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Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame Peragaan adalah Reklame vang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang
diselenggarakan di persil atau reklame berjalan,

Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan
dengan luas bidang lebih dari 8 m? (delapan meter persegi) yang
diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame
papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan,
reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara,
reklame apung dan reklame suara.

Kas Daerah edalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pendapatan
Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah
dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkalan  kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai
dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem vang akan dikenakan
kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan
melaporkan serta menyetorkan pajak terutang,

Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak
membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.

Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang
diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan
bahwa Pengusaha telah dikukuhkan scbagai Wajib Pajak Daerah pada
Dinas Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak.

Persyaratan Subyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan
ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.

Persyaratan Obyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan
ketentuan atau kondisi tentang obyek pajak.
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Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib
pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yvang disingkat SSPD, adalah Surat yang
dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain
vang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang disingkat SKPDN, adalah
Surat Ketetepan vang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB,
adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pcembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang
atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STI’D, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan
Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.

Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan
kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran
pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data
dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas
Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak,
menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
twjuan lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.



55. Surat Teguran adalah surat vang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

agi ajak.
enagihan pajak
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Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
vang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh
utang pajax dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

58. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

59, Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasal barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang
pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

60. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak vang dapat dijadikan
Jjaminan utang pajak.

61. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Reklame, dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha
atas Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya.
b. reklame kain.

c. reklame melekat (stiker).

d. reklame selebaran.

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
f. reklame udara.

g. reklame suara.

h. reklame film/ slide.

1. reklame peragaan; dan

J- reklame apung.

(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

c¢. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
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d. penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan
Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan,
khususnya, badan-badan atau lembaga-lembaga  organisasi
internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

e. nama pengenal usaha atau profesi vang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuail
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut; dan

f. nama pengena! usaha yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikecualikan
dengan ketentuan salah satu panjang atau lebarnya tidak melebihi
atau sama dengan 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan jumlah
reklame ‘erpasang tidak lebih dari 1 (satu) objek.

Pasal 4

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh
pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau
Badan tersebut.

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN

Pasal 5

Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan reklame kepada
Pemerintah Kota melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk
mendapatkan NPWPD sebelum dimulainya kegiatan usaha.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh wajib
pajak sebagai syarat untuk mendapatkan izin penyelenggara reklame.

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

sebagai berikut :

a. pengusaha/ penyelenggara Reklame atau kuasanya mengambil,
mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan
oleh Dinas Pendapatan Daerah.

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah  dengan
melampirkan: '

1. fotocopy KTP pengusaha/ penyelenggara Reklame/ penerima
kuasa.

2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.

3. surat kuasa apabila pengusaha/ penyelenggara Reklame
berhalangan dengan diserta fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
dan

4. dokumen pendukung lainnya.



Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan pendaftaran oleh wajib pajak Kepala Dinas
Pendapatan Daerah menerbitkan :

a. Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem
Pemungutan Pajak yang dikenakan; dan
b. Kartu NPWPD.

(2) Penyerahan Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada
pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanva sesuai dengan Tanda
terima pendaftaran.

Pasal 7
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mempedomani
Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 8

Atas usaha penyelenggaraan Reklame, Dinas Pendapatan Daerah
menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem Official Assesment.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
(2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
Nilai Kontrak Reklame.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka
walktu penvelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

(5) Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas :
a. NJOPR dan/ atau; dan
b. NSPR.

(6) NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempedomarni
Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD.

(2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



(10)

(11)

Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
tentang Pelimpahan Kewenangan.

Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak calam membayar
pajak reklame terutang.

Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain
vang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan cdalam SKPD dan STPD.

Apabila Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnva 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu
vang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat
(7) harus cilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

9% (dua perszn) per-bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak
sampal batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan
vang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per-bulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

(1)

Pasal 11

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun
waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang bayar.



Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak
terutang diatur sebagai berikut :

a.

d.

ige

k.

wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran

maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan

Dacrah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy

SKPD atzu STPD yang diajukan permohonannya.

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah

diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah

ditentukan;

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus

melampirkan rincian utang pajak.

untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta

alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun

penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Perjanjian

Angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait

dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh)

kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung

sejak tanggal surat perjanjian angsuran.

penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat)

bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang

termuat dalam SKPD atau STPD.

perhiturgan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanva terhadap juxﬁlah
sisa angsuran.

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran
sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak
angsuran.

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian anatara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran.

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran

dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

besarnva jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran

adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar

2% (dua persen).

o

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak

dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan.

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga
2 9% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda.

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 %
(dua persen) per bulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidek dapat diangsur.

terhadap wajib pajak yang tclah mengajukan permohonan

pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan

nsenundaan pembavaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.



BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

(1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pokok
pajak untuk jenis reklame tertentu.

(2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud »ada ayat (1) dapat diberikan apabila reklame yang
diselenggarakan untuk mensukseskan program Pemerintah dan Daerah
yang bukan bersifat komersial atau semata- mata dimaksudkan sebagai
partisipasi/sponsor dan terhadap penyelenggaraan reklame yang
terkena bencana yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar
kekuasaannya.

(3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari pokok pajak.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan
secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama
wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dengan melampirkan :

a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan.

c. fotocopy NPWPD; dan

d. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 13

(1) Permohonan terhadap pengurangan dan pembebasan diajukan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender
sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat
dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib
Pajak.

Pasal 14

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari
keria semenjak diterimanya permohonan, sudah harus memberikan

keputusan,.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan atau Surat Keputusan

Pasal 15

(1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulk
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam per
tertentu calam peraturan perundang-undangan f



yang terdapat dalam Surat Ketetapan atau Surat Keputusan

(SKPD/SKPDN/ SKPDLB/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat

Keputusan Keberatan).

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembetulan

(3)

—_—
&1
Pk

(1)

atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak
mengandung persengketaan antara Fiskus (Pegawai Pajak) dan Wajib
Pajak, yaitu :

4. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, Nama
Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Nomor Surat
Keputusan atau surat ketetapan, Luas Objek Reklame, Masa Pajak,
dan/atau tangga!l jatuh tempo pembayaran.

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,

perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau

kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah di bidang Pajak Reklame.

@]

Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis
kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan
menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib
pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari
Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang mendasari diajukannya
pembetulan dengan melampirkan:

a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.

b, surat kuasa bermaterai cukup dari wajib pajak dalam hal
dikuasakan.

c. fotocopy NPWPD; dan

d. surat ketetapan atau surat keputusan_yang ingin dibetulkan.

Permohonan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan
atau Surat Keputusan,

Pengajuan  permohonan  yang  tidak memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat
dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib
Pajak.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh)
hari kalender sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.

Pasal 16

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Walikota atau Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk
melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan
pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan
rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak
pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.



Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menerbitkan Keputusan berupa :

a. Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan; dan
b. Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan atau Surat
Keputusan.

Pasal 17

Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (3) huruf a,
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan :

a. pembatalan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang lama
dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang
dijadikan dasar oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran
terhadap pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar.

b. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a
harus menyatakan diterima atau ditolaknya permohonan
pembetulan, jumlah pokok pajak yang harus dibayar, jumlah pokok
pajak yang bertambah atau berkurang, jatuh tempo pembayaran
utang pajak.

c. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan atau Surat
Keputusan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel
“dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang
bersangkutan; dan

d. terhadap Surat Kectetapan atau Surat Keputusan yang telah
dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disimpan sebagai
arsip pada administrasi perpajakan.

Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan
atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf b, maka Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang telah
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan
Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat
Keputusan.

Keputusan Pembetalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembetulan Surat
Ketetapan dimaksud.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 18

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya
atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan Surat
Ketetapan SKPD/STPD yang tidak benar.

Ketidakbenaran SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila SKPD/STPD double/ganda dengan objek pajak reklame yang
sama.

Pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesual
permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan
ketentuan ;
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a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru
(novum); atau

b. tidak diajukan keberatan; atau

c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diagjukan dengan
ketentuan :

a. tidak dia'ukan keberatan.

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi; dan

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia
paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis
pajak, dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pembatalan
dengan melampirkan :

a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.

b. surat kuasa bermaterai cukup dari wajib pajak dalam hal
dikuasakan.

c. fotocopy NPWPD.

d. surat ketetapan yang ingin dibatalkan; dan

e. dokumen lain vang diperlukan.

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diajukan
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya Surat Ketetapan.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Pengajuan  permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1);
tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan
kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dapat memesrintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan
dan penelitian terhadap pembatalan Surat Ketetapan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan
rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak
pembatalan Surat Ketetapan.

Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menerbitkan Keputusan berupa :
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a. Keputusan Pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
b. Keputusan Penolakan Pembatalan terhadap Surat Ketetapan.

Atas diterbitkannya Keputusan pembatalan Surat Ketetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan :

a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama.

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang selanjutnya
diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama
pejabat yang bersangkutan; dan

c. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan
vang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pembatalan Surat
Ketetapan.

Keputusan penolakan pembatalan Surat Ketetapan harus disampaikan
kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterbitkannya.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 21

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya
atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannva.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan terhadap :

2. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan

b. sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan
pajak dalam Surat Ketetapan (SKPD / STPD).

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak karena jabatan dilakukan sesuai
permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan
ketentuan :

a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru
(novumy); atau

b. tidak diajukan keberatan; atau
c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :



a. tidak diajukan keberatan; dan
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 22

(1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pajak pada
masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (2) huruf a,
dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyvataan kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya, dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
2. surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan.

3. fotocepy NPWPD.

SKPD yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan
Sanksi Administrasi.

5. fotocepy SSPD; dan

6. dokumen lainnya.

"

u

(2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima sudah harus memberi keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
dan
b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi.

(4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota
atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan :

a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan
Surat Ketetapan baru yang telah mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi Surat Ketetapan yang lama.

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan_vang lama dan
selanjutrnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf
dan nama pejabat yang bersangkutan.

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
selambat lambataya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat
Ketetapan yang baru; dan

d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
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huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dan Surat Ketetapan_diterbitkan dan harus disampaikan
kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterbitkannya.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Tata Cara Keberatan

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah atas suatu :

a. SKPD.

b. SKPDLB; dan

c. SKPDN.

Pengajuan keberatan hanva dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui wajib pajak.

b. satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) Ketetapan
dan 1 (satu) tahun pajak; dan

c. tidak diajukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan
ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 24

Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan (SKPD/SKPDLB/ SKPDN)
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah
pajak yang terutang atau pajak lebih bayar vang ditetapkan tidak
benar.

b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain
harus dengan melampirkan :

1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.

2. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal
dikuesakan.

3. fotocopy NPWPD.

4. Surat Ketetapan yang ingin dilakukan Keberatan; dan

5. dokumen lainnya.

c. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 jtiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan diterima oleh



wajib pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
Jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Pasal 25

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan
keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan
tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) huruf ¢, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

(3) Tanda penerimaan surat keberatan vang diberikan oleh Walikota atau
Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan
surat keberatan.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan
Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, vang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau
Keputusan penolakan keberatan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menoclak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

(3) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 28

(1) Terhadap permohonan keberatan vang diajukan oleh wajib pajak,
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan
Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang
kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.

(2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan
data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan
permintaan keterangan kepada wajib pajak.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, maka Bidang terkait menyampaikan telaahan atas
keberatan pajak.

(2) Telaahan atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan
Keputusan Keberatan Pajak.

(3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindaklanjuti  dengan penerbitan  salinan keputusan  yang
ditandatangani oleh Bidang terkait.



(1)

(1)

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 30

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam
jangka wakwm paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan
diterima, dengan melampirkan Salinan Keputusan Keberatan
dimaksud.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan
banding.

Pasal 31

Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat
banding.

Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan
kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus
dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang dilaksanakan; dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 32

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratilf berupa denda sebesar 50%
(ima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 350% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.



Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan :

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang; dan
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib
pajak berdasarkan :

a. perhitungan dari Wajib Pajak.

b. Keputusan Keberatan; dan

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali,

Pasal 34

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan
perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak pembavaran pajak.

Dalam Sura: Permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen :

a. nama dan alamat wajib pajak.
b. nomor pokok wajib pokok daerah.
¢c. masa paak.

d. besanya kelebihan pembayaran pajak.
e. alasan yang jelas; dan
f. dokumen lain yang diperlukan.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
oleh wajib pajak secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.

Bukti penerimaan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Pasal 35

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan



Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang
kebenaran kelebihan pembayaran pajak.

(2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan
data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan
permintaan keterangan kepada wajib pajak.

(3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan
kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah disertai nota
perhitungan.

(4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB
atau Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling
lama 3 (tiga] bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 36

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan Keputusan
keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf ¢, Kepala
Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam Jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Pasal 37

(1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang
pajak lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 38

(1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Dinas Pendapatan
Daerah menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum dan Perundang-
undangan sekretariat daerah wuntuk dilakukan harmonisasi dan
penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.

(2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan
Pembayaran, maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kepada
BPKAD Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.

(3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan
Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.



Pasal 39

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
sctelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala
Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI
TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA,
PENYITAAN, LELANG DALAM PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penerbitan Surat Teguran

Pasal 40

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan,
Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar olen wajib pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dapat
ditagih dengan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib
pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Jurusita

Pasal 41

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang :

a.

b,

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
menerbitkan :

1. surat teguran.

2. surat paksa.

3. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
4. surat perintah melaksanakan penyitaan.

5. surat perintah penyanderaan.

6. surat pencabutan sita.

7. pengumuman lelang; dan

8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 42

Jurusita Pajak bertugas :

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

b. memberitahukan Surat Paksa.

c¢. melaksanakan penyitaan atas Dbarang Penanggung Pajak
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d. melaksanakan  penyanderaan  berdasarkan  Surat Perintah
Penyvanderaan.



Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan
kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada
Penanggung Pajak.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki
dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan
tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat
kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat
lain yang dapat diduga sebagal tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan
Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional,
Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Pasal 43

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu  tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah apabila :

& penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama
lamanya atau beniat untuk itu.

b. penanggung pajak memindahtangankan barang vang dimiliki atau
vang dixuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia.

¢. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, atau menggabungkan  usahanya, atau
memekarkan usahanva, atau memindahtangankan perusahaan
vang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya; dan

d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya
memuat :

a. nama wajib pajak atau penanggung pajak.
b. dasar penagihan.

c. besarnya utang pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Paksa

Pasal 44
Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi pajak sampali
dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan
surat teguran.

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap
wajib pajak atau penanggung pajak; dan

C. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran
atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari
sejak tanggal diterima Surat Teguran.



(8)

Surat Paksa berkepala kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial
dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
b. dasar penagihan.

C. besarnya utang pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

Pasal 45

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan
penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari
dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama
yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap Wajib Pajak diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada :

a. penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat
lain yang memungkinkan.

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang
bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung
Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

¢. salah scorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik ditemat kedudukan badan bersangkutan, di
tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;
atau

b. pegawal tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat
Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawasan atau balai
harta peninggalan, dan dalam hal Waib Pajak dinyatakan bubar atau
dalam llikuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan
yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat
Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan
melalui Camat atau Lurah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian
Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa



(10)

Pen

pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendapatan Daerah,
mengumumkan melalui media massa.

Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada
avat (3) dan ayat (4), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita
Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam
Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat
Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 46

agihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita

tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

d.

b.

(1)

(2)

(4)

L
—

(6)

wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.

wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki
atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.

terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan
membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasiinya atau
melakukan perubahan bentuk lainnya.

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyitaan

Pasal 47

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2
X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau
Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,
dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap
perusahaan.

Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir,
penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (4) Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi-saksi.
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(8)

(9)

Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat
meskipun  Wajib  Pajak  atau Penanggung  Pajak  menolak
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud
pada ayvat (3).

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang
bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau
di tempat-tempat umum.

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling
sedikit memuat :

a. kata "DISITA”.

b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

¢. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan,

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak
barang yang telah disita.

Pasal 48

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

(1)

Pasal 49

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau

Penaggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat

kedudukan, atau tempat lain termasuk yang pengusaannya berada di

tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan hutang

tertentu yang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau
bentuk lainnya yang dipersamalkan dengan itu, obligasi saham, atau
surat berharga lainyva, piutang, dan penyertaan modal pada
perusahaan lain; dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan
1s1 kotor tertentu.

Penyitaan terhadap barane Waiib Pajak atau Penaggung Pajak dapat
3 g ] 5 2 g2
dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala
erwakilan, kepala cabang, enanggung jawab, pemilik modal, baik di
) ! 2 seulig I
]

tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di

L

tempat lain,

Penvitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan
cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Pasal 50

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan

putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan
Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat Pencabutan sita vang diterbitkan oleh Walikota
dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



(3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti
dengan berita acara pencabutan penyitaan.

(4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya
terdaftar, tindasan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi
tempat barang tersebut terdaftar.

Bagian Kelima
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 51

Pencegahan hanva dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyai  jumlah utang pajak sekurang-kurangnva sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam
melunasi utang pajak.

Pasal 52

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan vang diterbitkan oleh
Menteri terkait atas permintaan Walikota atau Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

(2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :
a. identitas penanggung pajak vang dikenakan pencegahan.
b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
c. jangka waktu pencegahan.

(3]  Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-
lamanya 6 (enam) bulan.

(4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan
dan Menteri terkait.

(5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai
Penanggung Pajak, Wajib Pajak, badan atau ahli waris.
Pasal 53
Pencegahan terhadap Penangung Paiak tidak mengakibatkan hapusnya
g P gung y 8¢ P )
utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Pasal 54

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyal  utang  pajak sckurang-kurangnya  sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi utang pajak.

[

Penvanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penvanderaan yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapat
izin dari Menteri terkait.

(3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.



Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

a. lIdentitas penanggung pajak.
b. alasan penyanderaan.

C. izin penyanderaan,

d. lamanya penyanderaan; dan
€. tempat penyanderaan.

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penangung Pajak
sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang
mengikuti Pemilihan Umum.

Bagian Keenam
Tata Cara Lelang

Pasal 55

Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan,
maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah  Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Dinas
Pendapatan Daerah selaku Pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.

Barang vang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan
penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan
secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

untuk membayar utang pajak dengan cara :

4. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau
tempat lain yang ditunjuk.

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau
bentuk leinnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan
ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain
vang ditunjuk atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
kepada Bank yang bersangkutan.

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan
di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya vang tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.

e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak
Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat;
dan

. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta
persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 56

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14
(empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa,

Pengumuman lelang  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan
untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.



(9)

Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui
media masa.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya
menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau
tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara
Lelang,

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak
tidak diperbolehkan membelj barang sitaan yang dilelang.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membelj barang
sitaan yang dilelang, berlaku Jjuga terhadap istri, keluarga sedarah dan
scmanda dalam keturunan garis lurus, serta analk angkat.

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perubahan kesarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui
media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 57

Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan
keberatan.

Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak.

Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Pasal 58

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
penagihan pajak vang belum dibayar dan sisanva untuk membayar
utang pajak.

Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh
pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah
kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang

merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan
hak. '

Pasal 539

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan
Pajak Scketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat
mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan vang berlaku.
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BAB XII
TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 60

Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektifl dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :

a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
b. secara jabatan.

Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pijak daerah atas permohonan
Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimuna dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b dilakukan berdasarlkan hasil Verifikasi dan/atau
hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan daerah.

Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajulc daerah atas permohonan

Wajib Pajak dilakukan berdasarkan huasil Verifikasi dan/atau

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan

tersebut dilakukan terhadap :

a. wajib paiak orang pribadi vang telah meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan,

b. wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalka: ndonesia untuk
selama-lamanya.

c. wajib pajak vang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib
Pajak daerah untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

d. wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi;
cdan

€. wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.

Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan

dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut
dilakukan terhadap :

a. wajib paak dengan status tidak aktif vang tidak mempunyai
kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya
kegiatan usaha; dan

b. wajib pajak dergan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban
Pajak dan secara nyata subyek dan obvek pajak tidak ditemukan.

Pasal 61
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a
disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan

menandatangani Surat Pencabutan pengukuhan sebagalr Wajib Pajak
daerah.
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Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Surat Pencabutan
pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) di atas dengan dokumen yang disyaratkan.

Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 ayet (4) huruf a di atas meliputi :

a. fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon.

b. akta kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang,

€. surat pernyvataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai
warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi
dengan menyebutkan ahlj waris, untuk orang pribadj yang
meninggal dunia; dan

d. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b di atas meliputi :

a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.

b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

¢. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya vang dikeluarkan oleh instansi
berwenang.

d. surat pernyataan bermateraj cukup bahwa wajib pajak akan
meninggalkan indonesia: dan

¢. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (4) huruf ¢ di atas meliputi :

a. fotocopy KTP pemohon atay kuasa pemohon.

b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

C. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah ganda atau fotokopi semua kartu Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah vang dimiliki; dan

d. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yarg disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (4) huruf d di atas meliputi :

a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.

b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

C. surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
d. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e di atas meliputi ;

a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.

b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan

¢. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit,
bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah
disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan
Daerah.
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Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Petugas Dinas Pendapatan Daerah
memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan
telah diterima secara lengkap.

Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka
permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 63

Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka
Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Dinas
Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas permohonan
Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Pendepatan Daerah mempertimbangkan :

a. utang pajak.

b. proses hukum atau proses administrasi berupa :

1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame.
keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

3. banding sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
dan

4. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,
pengurangan = atau pembatalan  surat ketetapan pajak
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,

ba

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dapat berupa
penerbitan Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak
Daerah atau penerbitan Keputusan Penolakan Pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diterbitkan dalam hal :

a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat
rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi :

l. penagihannya sudah kedaluwarsa.

2. wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli
waris tidak dapat ditemukan; atau

3. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana

dimaksuc pada ayat (2) huruf b.

Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :

a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat
rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah; atau



b. berdasarkan hasil Verifikasi atau  hasil Pemeriksaan terdapat
rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah,
namun :

1. terdapat utang pajak; dan/atau
2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah
dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

(7]  Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam jangka wakty paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti
Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pasal 64

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9),
diketahui :

a. wajib pajak melunasi utang pajak; dan

b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 avat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib  Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib  Pajak Daerah dan permohonan tersebut
dianggap scbagai sermohonan baru.

Pasal 63

(1) Pencabutan Pengukuhan sebagal Wajib Pajak Daerah secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan
berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan vang
mengatur mengenai tata cara Verifikasi atau tata cara Pemeriksaan.

(2)  Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah secara Jabatan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dilakukan apabila :

a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh
Dinas Pendapatan Daerah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif: dan _

b. wajib  pajak tidak mengajukan  permohonan Pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 66

Pelaksanaan Verifikasi terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) mencakup

kegiatan :

a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau
dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib
Pajak sudah tidak memenuhji persyaratan subjektif dan objektif.

b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha
Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
1. sepadan sekitar tempat usaha.
2. RT/RW setempat; dan



b. berdasarkan hasil Verifikast atau hasil Pemeriksaan terdapat
rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah,
narumn :

1. terdapat utang pajak; dan/atau
2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah
dilakukan terkait penggabungan wusaha, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

(7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti
Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pasal 64

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan
sebagal Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5),
diketahui :

a. wajlb pajak melunasi utang pajak; dan

b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 avat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut
dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 65

ok

Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan
berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
mengatur mengenai tata cara Verifikasi atau tata cara Pemeriksaan.

(2) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan apabila :

a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh
Dinas Pendapatan Daerah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan

b. wajib  pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 66

Pelaksanaan Verifikasi terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) mencakup

kegiatan :

a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau
dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib
Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektifl dan objektif.

b.  konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha
Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
1. sepadan sckitar tempat usaha.
2. RT/RW setempat; dan



(1)

3. aparat kelurahan setempat.
pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 67

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilaksanakan
oleh petugas Verifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Pembahasan
Akhir Hasil Verifikasi.

Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan
Verifikasi.

Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Laporan Hasil Verifikasi.

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit memuat keterangan mengenai :

penugasan verifikasi.

identitas wajib pajak.

tujuan verifikasi.

uraian hasil verifikasi.

simpulan dan usul petugas verifikasi; dan
pengungkapan informasi lain yang terkait.

maoao o

Pasal 68

Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan
adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang
dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Keputusan Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.

Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak
ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain
maka dapat dilakukan pencabutan Keputusan Pengukuhan sebagai
Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XIII
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 69

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan
pajak reklame yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab II,
Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab
XlI, Bab XIII dan Bab XIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor
24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal 72
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1§ FERRUARS Q0/4

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 2Rl

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGJAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 224 TAHUN 2016

TANGGAL : (U0 Fenruars Qo

1. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Nomor Formulir

DINAS PENDAPATAN DAERAH

J1l. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada Yth.

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak yvang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan

kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

langsung atau dikirim melalul pos. ..

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merek Usaha

!, Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Jalan/No.

- RT/RW

- Kelurahan

Kecamatan

- Kota

Kode Pos

3. Surat lzin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)

Surat [zin Tempat Usaha 1 £ R TBL: snwsnasusinasmsss
- SHTEL BTN o NS sscmsemsmmmaes Tl somommmsmrsesse
SR = 0hgsh Bl ERR——— T Tl svarmssannammsems
S =150 o= T m——— e Bl sowmsmmemama

# Coret vang tidal nerlu 38



KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
4. Nama Pemilik/Pengelola :

5. Jabatan

6. Alamat Tempat Tinggal

- Jalan/No.

- RT/RW

- Kelurahan

Kecamatan

- Kota

- Nomor Telepen / HP

- Kode Pos

7. Kewajiban Pajak

BERANBar; sunssiiiiiinswe e smnn

Nama Jelas

Tanda tangan

DIIST OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima tanggal : NPWPD yang diberikan :

Nama Jelas : DD"]”I[’[['["'
NIP

NPWPD yang diberikan :

L OO I T TT7 1] 1]

Tanda Tangan

Nama Jelas

NIP
Tanda Tangan

-------------------------------- Gunting disini == e

TANDA TERIMA

Nama T N A N A N B U T e e m o et s e meeemecnn

Alamat T R A o S T BT s S e T s

29




2. BENTUK KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK REKLAME

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

Membaca . Isian Formulir vang disampaikan kepada DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU dengan Nomor Formulir @ ....... Tanggal .....
Menimbang A bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek

maupun objek Pajak Reklaline;

b, bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Mengingat % s Undane-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
g g g : 3

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan
Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3.  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame;
4, Peraturan Waliketa Pekanbaru Nomor Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan sebagai Wajib Pajak Reklame :
1. Nama Merk Usaha ?
2. Alamat/Lokasi Usaha
3. NPWPD
4. Penanggung Pajak
5. Alamat
Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 e
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




3. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (PAJAK REKLAME)

PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU '- 5 e e TR "
DINAS PENDAPATAN DAERAH (RURMIPEg (et Bodn Lneits ol
Jalan Teratai No. 81 PR SRR AR AT
Telp. (0761) 22701 - Pekanbaru
Nama ) e RS R
Alrmatl 000 s SR S e S e
NPWPD g = , |
| 1 O LD EpEEREE
( Menyetor berdasarkan *) D SKPD |: SK Pembetulan
[ ] stpD (] Lain - Lain
E SK Keberatan
! . Masa Pajak Tahun No. Urut
No. l Ayat _ Jenis Pajak Jx,;g;}ah
i
| .
i Jumlah Setoran Pajak
Dengan huruf
Ruang untuk Teraan Diterima oleh; | ciseesssseceesisssns s e Tahun
Kas Register/Tanda Tangan | Petugas Tempat Pembayaran | oo
Petugas Penerima Tanggal

Penyetor
Tanda Tangan

Nama Terang

| (ioreeeens e e S SRS )

Beritanda V pada kotak ]:] sesuai dengan yang dimiliki.



4, BENTUK SKPD PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JI. Teratai No. 81
Telp, 0761-22701 Fax. 0761-885760

Pekanbaru

SKPD
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
REKLAME

Masa Pajak ..., s/d .. ...

Tahun: .........

NOMOR SKPD

NPWPD

NAMA

ALAMAT

TANGGAL JATUH TEMPO

Rekening

Jensi Pajak Daerah

Jumlah (Rp.)

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

i Jumlah Sanksi a. Bunga

b. Kenaikan

| |Jumiah Keseluruhan

Dengan Huruf:

seliesar 2% Jdua persen) sebulan.

/ Kas Daerah dengan menggunakan SuratSetoran Pajak

2. Apabila SKPD ini terlambat membayar dari tanggal batas pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

Pekanbaru,

. 20

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru

gunting disini

TANDA TERIMA

Pelianbaru,

Wajib Pajak




. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (PAJAK REKLAME)

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU _STPD =
DINAS PENDAPATAN DAERAH (Surat Tag1han PEIJ&I( Dﬂel'ﬂh] No, Urut
Jalan Teratai No. 81 Masa Pajak ....... S —
Telp. C761. 22701- Pekanbaru Talua E emsersopmmimon
Pajak

Nama

SIBMEE 0 e e e ST T s

NPWPD ] [0 g 1 N S N T O

Tanggal jatuh tempo

. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan_atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Avat Pajak 2
Nama Pajak ;
Judul Reklame
Detail Reklame

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yvang kurang bayar Rp.
2. Sanksi administrasi Bunga Pasal 100 ayat (2) Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp.
Dengan huruf J

PERHATIAN !

1. Harap penvetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2. Apabila Ini tidak atau Kurang Dibavar setelah lewat waktu paling lama 30 hari kalender sejak STPD in
diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Pekanbaru,
T T— Tahun...coon.
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru

NPWPD e S R S R N e A e
Nama B S A RS S  S T B  R B R
Alamat R e e e e P e e o e e L P O (D




6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (PAJAK REKLAME)

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ) SKPDLB _
DINAS PENDAPATAN DAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih No. Urut
Jalan Teratai No. 81 IBn)'ar] Ll [ T 1 1
Telp. 0761. 22701~ Pekanbaru Masa Pajalk 1
Tahun Pajak & ....cooviivveennnnns

= o S
Alamat T s e e B R
NPWPD : ] O LTI T TT1T3 CId 1

Tanggal jatuh tempo

I, Berdasarkan Pasal 165 Uncang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, telah dilakukan peraeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:
Avat Pajak = F LT ]
Nama Pajak :
Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang
seharusya tidak terutang adalah sebagai berikut ;

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak vang Terutang Ep.
3. Kredit Pajak

a. Setoran vang dilakulkan Rp.

b. Lain-lain Rp,

¢,  Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun vang akan

datang/utang pajak Rp.

d. Jumlah vangdapat dikreditkan (a+ b-c¢) Rp.
4. Jumilah kelebihan pembavaran Pokok Pajalc (3d - 2) Rp
5. Sanksi administrasi

a. Bunga Pasal |65 avat (7) Rp

b, Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp
6. Jumlah kelebihan vang harus dibavar (4 + 5b ) Rp

Dengan huruf

| PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain vang ditunjuk dengan
menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pekanbaru, .......... Tahuhos
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

NPWPD
Nama
Alamat

Yang Menerima




7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (PAJAK REKLAME)

; . - SKPDN
PEMI.SRINTAE_I KOTA PEKANBARU (Surat Ketetapan Pajak Daerah .
DINAS PENDAPATAN DAERAH Nihil) No, Urut
Jalan Teratai No. 81 Misisn Palale - T 1T T 1 1
Telp. 0761. 22701- Pekanbaru gl eioonin
[ Pajak
! Nama 0 E diesie ey s S sos s
Alamat D eeseeereresusinernes s e
| NPWED ] | L r1r 111 131 1]

| 1. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
| Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak = [T 1 1 ' |
Nama Pajak L cssesmessirsssssmessers e one s s toasas s sea s ssnss s s e
L D1 1 pemeriksaan atau kL[t: -angan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut
1. Dasar Pengenaan Rp.
2, Pajak yang Terutang Rp. Rp.
| 3. Kredit Pajak Rp.
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
| b. Setoran yang dilakukan Rp.
¢, Lain-lain
d. STP (Pokok)
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a +b + ¢ + d) Rp.
4, Jumlah yang karus dibzyar (2-3e) Rp NIHIL
PERENBATI, v sammmns Tahun..........
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEPALA BIDANG ..oovvvmreeens
KOTA PEKANBARU,
' NIP,
........................................................................ Gunting disiil s ssesssmmum e s s
NO. SKPDN  vciiversnsnnoposssssnssesssnsitasssass
TANDA TERIMA
| NBEWEID 2 s su i s s i e i e n e S e e pe e e R
! e e —————————————ee e 1 T U e e S
. RBFAE. 9 semeseememnen s s L R P R R S T T




8. BENTUK PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN (PAJAK REKLAME)

Perihal : Permohonan Angsuran

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola

Alamat B s s e

Bertindak untuk dan atas nama
Nama/ Merk Usaha

NPWPD

_Alamat

Pekanbaru, ...ooovevenennns Tahun .......
Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru

di.

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Reklame dengan SKPD ............ bulan: suceaa No. urut

............ Berjumlah Rp. coovveeiieiinianennnnns

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut di atas dapat disetor

cdeéngan cara angsiuran sebanyalt cocssawesens (e ) kali dengan masing-masing
tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal ...........cooioviiiiinnn,

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN

Tl inissvs s e e cre s
Tl s e s

Demikian permohenan saya dengan harapan dapat dipenuhi,

Tanda Terima

a/n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEFALA BIDANG e s

Hormat saya,

PEMOHON

46




9. BENTUK PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN (PAJAK REKLAME)

Pekanbaru, .....oovvvennnnn. Tahun .......
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Perihal : Permohonan Penundaan Kota Pekanbaru
Pembayaran di.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola

BIEHTAE T e v s R S S A S W e R
.................................... Telp. [/ HDe e eriirvnnnnsnnsnnes

Bertindak untuk dan atas nama

Nama/ Merk Usaha e R T TR R S S R

NPWPD

Alamat R R s R S S S e e e
.................................... TER: f B mmonemaomnvsnummmoss

Dengan ini saya mergajukar. permohonan penundaan pembayaran atas SKPD dengan nomor urut
................................ Yang akan jatuh tempo pada tanggal ............c.ccooeeennnn.., agar Kiranya tanggal
atuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hinggal tanggal ...,

| S
23]

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

1 Tanda Terima Hormat saya,

a/n KEPALA DINAS PENDAFPATAN DAERAH
KEPALA BIDANG s v PEMOHON
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10. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN (PAJAK REKLAME)

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai Neo. 81 Telp, 0761, 22701- Pekanbaru

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama B A B e i R A 3 A |
NPWPD R T e e s e e e e g e
Alamat T T e R e B s B e

Ber

| 1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembavaran utang pajak
| pada tanggal c.ocasssaesieens i sebanyale s kali angsuran, terhadap Surat
Keretapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a  SKPD T LRSS g RD. wovereees e,
b STPD MO e e e e PPy DV
NO. e T ereiie i iier s iras e Rp —_—

Pembayaran angsuran

Angsuran Pokok Biaya Administrasi/ Jumlah Angsuran
o Bunga
a Tgl ..........Angsuran Ke 1 Rp. i 15 T
[h) el Angsuran Ke 2 R s ) e S 14 o JU U
C Tgl. oo Angsuran Ke 3 2 Bpunsas e Bpcimsmmmssnesis
d Telissaizand Angsuran Ke 4 |53 SR RPu i i
Rp. coveiieiiiiininnnnns RD. iieiiiiiiiiannen. R ssursusapsosanens

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa.
| Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pelkanbatucummnmneniarmiraes
a/n Kepala Dinas Pendapatan Daerah Wajib/Penanggung Pajak
Kepala Bidang ...........




11. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JI. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

Kepada Yth.
Sdr.
di.

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN d
PENUNDAAN PEMBAYARAN

.........................................................

Setelah kami mempelajari dan teliti, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan

Angsuran/ Penundaan Pembayaran *) Saudara tertaigpal  aociansisiisan Nomor

............................................. tidak dapat kami pertimbangkan.
Demikian agar Saudara maldum adanya.

Pekanbaru, ooovvvevennnnnn, Tahun

a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEPALA BIDANG...........
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12. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN /PEMBEBASAN PAJAK REKLAME
Pekanbaru,

Kepada Yth ;
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Pengurangan/ Di -
Pembebasan Pajak ** Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajalk/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD

Dengan ini mengajukan Pengurangan / Pembebasan Pajak sebagal Wajib Pajak
Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

1.

O]

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;

1

Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
Fotocopy NPWPD;

o}

4. Pajak yvang ingin dilakukan Pengurangan / Pembebasan;

o

Dokumen atau Fakta baru yang menyakinkan.

Demikian permochonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

**) coret yang tidak perlu



13. BENTUK SK PENGURANGAN/ PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal

. B

b.

—

b

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PENGURANGAN/ PEMBEBASAN PAJAK

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU,

bakwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
max<a dapat dilakukan pengurangan/ pembebasan pajak.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang
penigurangan/ pembebasan pajak..

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
teritang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menerima surat pumohonan 51000 s | gl SR csamanines
Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung

wn
i



KEDUA

KETIGA

: Memenuhi permohonan terhadap pengurangan/ pembebasan

pajak, sebagai berikut :

Semula : Rp.

Dikurangi/dibebaskan : Rp.

Dengan jumlah

Besarnya Pajak . Rp.

Menjadi

Denigant BT v st s s e

: Reputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 204

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




14. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN (SKPD/ SKPDN/ STPD / SKPDLB/ SURAT KEPUTUSAN
PEMBETULAN / SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN)

Pekanbaru,

Kepada Yth :
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Pembetulan Di -

SKPD/SKPDN/ STPD/SKPDLB/ Pekanbaru

Surat Keputusan Pembetulan/

Surat Keputusan Keberatan

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajalk *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD
Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/SKPDN/STPD/ SKPDLB/Surat

Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan sebagai Wajib Pajak Daerah Kota
Pelkanbaru dengan alasan sebagai berikut :

2
2
5
o]
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut ;

1. Fotocopy KTP atau Identitas;

o

surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
Fotocopy NPWPD;

€3]

. SKPD/SKPDN/STPD/SKPDLB/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan yang ingin dibetulkan.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



15.1. BENTUK SK PEMBETULAN SKPD/ STPD / SKPDN/ SKPDLB (Yang Mempengaruhi Jumlah Pokok
Pajak)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20....:

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDN/STPD/SKPDLB /SURAT KEPUTUSAN
PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/ SKPDN/ STPD/
SKPDLB/ SuratKeputusanPembetulan/Surat Keputusan
Keberatan.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas  perlu  menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang pembetulan
SKPD/ SKPDN/ STPD/ SKPDLB/ Surat Keputusan
Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

3

b

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

3]

4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menerima surat permohonan nomor ........ 255257 | R——
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha
2. NPWPD
3. Penanggung Pajak
4. Alamat



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Memenuthi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah dibetulkan sebagai berikut :

Semula ditetapkan : Rp.

Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.

Dengan jumlah

Besarnya Ketetapan i Rp.

Menjadi

Dengan Hurufl ..o

: Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak vang

tidak/kurang dibayar paling lambat 30 hari sejak
dizerbitkannya keputusan pembetulan.

* Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




15.1I1 BENTUK SK PEMBETULAN SKPD/ STPD / SKPDN/ SKPDLB/ SURATKEPUTUSANPEMBETULAN,!
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN. (Yang Tidak Mem pengaruhi Jumlah Pokok Pajak)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDN/STPD/SKPDLB /SURAT KEPUTUSAN
PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

A T

b,

WV}

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tarigeal v

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/ SKPDN/ STPD/
SKPDLB/ Suratl(eputusanPembctulan/Surat Keputusan
Keberatan.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas  perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang pembetulan
SKPD/ SKPDN/ STPD/ SKPDLB/ Surat Keputusan
Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Incdonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
teritang Pajak Reklame:

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
teritang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak
Rexlame.

MEMUTUSKAN :

Menerima surat permohonan nomor ........ tanggal .........cccoeennnnn.
Nama Merk Usaha :

(=7

2
3
4

. Alamat/Lokasi Usaha
. NPWPD

. Penanggung Pajak

. Alamat



KEDUA

KETIGA

Berhubung telah terjadinva salah tulis dalam Surat Keputusan
atau surat ketetapan terhadap Nama Wajib Pajak/ Alamat
Wajib Pajak/ Alamat Objek Pajak/ Nomor Surat Keputusan
atau surat ketetapan.

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah dizerbitkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




16. BENTUK SK PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/ STPD/ SKPDN/ SKPDLB
SURATKEPUTUSANPEMBETULAN/ SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/STPD/ SKPDN/SKPDLB/

SURATKEPUTUSANPEMBETULAN/ SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN.

Membac

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

a ! Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal oo

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian

maka tidak dapat dilakukan pembetulan SKPD/ STPD/
SKPDN/ SKPDLB/ SuratKeputusanPembetulan/ Surat
Keputusan Keberatan.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan
Pembetulan SKPD/ STPD/ SKPDN/ SKPDLB/
SuratKeputusanPembetulan/ Surat Keputusan Keberatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

4. Peraturan Walikeota Pekanbaru Nomor Tahun 2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menolak Surat Permohonan Nomor ........ Tanggal .......cooeveeeen.
Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak
4. Alamat
B

erhubung



KEDUA

KETIGA

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah diterima.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal K4 6 -

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SKPD/STPD
Pekanbaru,

Kepada Yth :
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Pembatalan D1
SKPD/STPD Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah in; :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD

Dengan ini mengajukan Pembatalan terhadap SKPD/STPD sebagai Wajib Pajalk
Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

(]

69]

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

l.  Fotocopy KTP atau Identitas:

&9

Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
Fotocopy NPWPD;
4. SKPD/STPD yang ingin dibatalkan; dan

(8]

@]

Dokumen atau Fakta baru yang menyakinkan.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



18. BENTUK SK PEMBATALAN SKFD/STPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

. a.

b.

L

ha

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD/ STPD

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... rangoal ..

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka dapat dilakukan pembatalan SKPD/STPD.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas  perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembatalan
Ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah terhadap
SKPD/STPD.

Uncdang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5049):

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dji
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaruy;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame:

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menerima Surat Permohonan Nomor ........ Tanggal..............
tentang............

Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

a

. Alamat

Berhubung SKPD/STPD vang telah diterbitkan double/ ganda,
sehingga perlu untuk dilakukam pembatalan.



KEDUA

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 2,10 30

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




19. BENTUK SK PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/ STPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD/ STPD

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

b~ 8

b.

=

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal ..........

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maxa tidak dapat dilakukan pembatalan SKPD/ STPD.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan
Pembatalan SKPD/ STPD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak
Reklame,

MEMUTUSKAN :

Menolak Surat Permohonan Nomor........
tanggal............. TEReanmy oea

Nama Merk Usaha d

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPW?D

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung



KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang
telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




20. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pekanbaru,

Kepada Yth :
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Penghapusan Di -
atau Pengurangan Sanksi Pekanbaru
Administrasi.

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD
Dengan ini mengajukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :
I,

2,
S
4,
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP atau Icentitas:
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal diku asakan;
3. Fotocopy NPWPD;
4. SKPD/ STPD yang ingin dilakukan pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi; dan
5. Dokumen lain yang diperlukan.
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*] agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



21. BENTUK SURAT PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca

Menimbang : a.

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

s
—

SKPD/STPD/SKPDN/ SKPDLB

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal ..........

bahhwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
meka dapat dilakukan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
ates  perlu  menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Peandapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan
SKPD/STPD/SKPDN/SKPDLB.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nemor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan  Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

surat permochonan nomor ........ tangpal.cmemsans Nama
Merk Usaha :

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alarnat

Berhubung



KEDUA

KETIGA

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah dikurangi atau dihapus sanksi admnistrasi sebagai
berikut :

Semula ditetapkan : Rp.
Dikurarigi/dihapus v Bpi
Dengan jumlah

Besarnya Ketetapan Rp.
Menjadi

e L

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 205,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




22. BENTUK SURAT PENOLAKAN PEGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHPAUSAN SANKSI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :
KESATU

¢ a.

1.

ADMINISTRASI SKPD/STPD

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal ..........

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka tidak dapat dilakukan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Ketetapan SKPD/STPD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nemor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menolak surat permohonan nomor ........ tanggal...........oooo...
Nama Merk Usaha :

1. Alarnat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alarnat

Berhubung



KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang
telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




23. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SKPD/SKPDN/SKPDLB

Pekanbaru,

Kepada Yth :
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Keberatan Di -
Atas SKPD /SKPDN/ Pekanbaru
SKPDLRB

Yang bertandatangan di bawah ini -
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas SKPD/SKPDN/SKPDLB sebagai

Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

1.

1o

o

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;

)
%

Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotocopy NPWPD:
4. SKPD/SKPDN/SKPDLB yang ingin dilakukan keberatan: dan

5. Dokumen lainnya.
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



24. BENTUK SK KEBERATAN PAJAK ATAS SKPD/STPD/SKPDN/SKPDLB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK ATAS SKPD/SKPDN/SKPDLB

:a.

to

Menetapkan :

KESATU

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal ..........

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka dapat dilakukan proses Keberatan Pajak Reklame
atas SKPD/SKPDN/SKPDLB.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Keberatan
Pajak atas SKPD/SKPDN/SKPDLB.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
teritang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

menerima seluruhnya/sebagian atau menambah pajak
terutang atas surat permohonan Nemer e

Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha
2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung



KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuail dengan surat ketetapan yang
telah diterima sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/ditambah : Rp.
Dengan jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
57790 (<ol 2 b iq 1 LOMSRTEMRRNERRR RSN NP ——

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




25. BENTUK SURAT PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK ATAS SKPD/SKPDN/SKPDLB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK ATAS SKPD/SKPDN/SKPDLB

Membaca

Menimbang : a.

Mengingat

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tangsalloems

Menetapkan :

KESATU

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan
Pajak atas SKPD/SKPDN/SKPDLB.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang penolakan
Keberatan Pajak atas SKPD/SKPDN/SKPDLB..

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
teritang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha
2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung



KEDUA

KETIGA

: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah diterima dan ditambah denda sesuai ketentuan yang
berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 213 -

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




26. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pekanbaru,

Kepada Yth :
Walikota Pekanbaru
Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru
Perihal : Permohonan Pengembalian Di -
Kelebihan Pembayaran. Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :
1a

2
3i
4
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;

2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotocopyv NPWPD;

4. SKPDLB yangingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
5. Dokumen lain yang diperlukan.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



27. BENTUK NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

PEMERINTAH PEKANEARU No. Urut
DINAS PENDAPATAN DAERAH NOTA PERHITUNGAN Nama
Jl. Teratai No. 81 PEMINDAHBUKUAN NPWFD
Telp. 0761-22701 Fax. 0761-885760 Alamat
Pekanbaru

2210y r: | E———

Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor
dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan dengan utang pajak yang lain adalah

sebagai berikut @
Kelebihan Pembayaran Jumlah Diperhitungkan dengan Pajak Lain
Kelebilan No Jumlah Keterangan
. : Pemabyaran
No. Uraian Uraian
Jumlah Kelebihan Pembayaran Jumlah yang diperhitungkan
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan: Rp. ..o, R L L R UL POD TNy ]

20..

Pekanbaru,

Disetujui Oleh Dihitung Oleh

Diketahui oleh
Wajib Pajak




28. BENTUK SK WALIKOTA TERHADAP PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

-m“_

WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame, menyatakan bahwa
pergembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan
apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang
seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang;

bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah
dilekukan penelitian berdasarkan surat penelitian
Nomor ... yang ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB):

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan
huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota
Pekanbaru tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Reklame.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  Keputusan Walikota Pekanbaru tentang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Reklame yang tercantum dalam bukti
pembayaran NOMOT § ..oooovivviniinieeeneeaennnnnn, atas nama sebagai
berikut :

a. Nama Wajib Pajak < JR——
Alamat TERRERRTR
NPWPD e
Tahun Pajak e
Jumlah T,

( Pramlel TErbilafiE oo )

b. Nomor Rekening U ———

Namna Pemilile ReReniig | cowwwsasmmie

Nama Bank b o R R
Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hanya dapat dibayarkan seluruhnya

dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Reklame melalui
Rekening Bank milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20

WALIKOTA PEKANBARU,

-----------------------------------




29. BENTUK SURAT PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

=

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan dari wajib pajak nomor ....... tanggal ..o

bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian
maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian
kelebihan pembayaran.

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang penolakan
Pembengbalian Kelebihan Pembayaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

menolak pajak terutang atas surat permohonan nomor ........
16253 6>+ 1 ——

Nama Merk Usaha

1. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan

kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




30. BENTUK SURAT TEGURAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

NPWPD []D[“[||Ll—’[|]

SURAT TEGURAN
(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN]
Nomor : ....ocovvviviiivinn,

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyal tunggakan
Pajak sebagai berikut :

j Nomor dan Tanggal SKPD/STPD/ ! Tanggal TLfr?mifllfhan
| Jenis Pajak| Tahun| SK KEBERATAN, SK Pembetulan, Jatuh B

| SK putusan Banding*) Tempo P

|

|

|

|

i

| JUMLAH

Dengan HBral s L s i s s smr s )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4
Tahun 2011 Jo Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016, maka
diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh)
hari setelah Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar
Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, ............ Tahun.......oooove..
: - KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
FERNATIAN KOTA PEKANBARU,

PAJAK  HARUS DILUNASI DALAM

WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH

TANGGAL SURAT TEGURAN INI,

SESUDAH  BATAS WAKTU  ITU

TINDAKAN PENAGIHAN AKAN ]
D}'L‘ANJUTI{AN DENGAN PENYER‘AHAN ‘{ ------------------------------------------------------ 3
SURAT PAKSA. NIP.

") Coret yang tidak perlu




31. BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

J1. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR : w.ovienieniininiuennnerinnennessessesnsssessessmennn.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dal
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan i

am Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
ni diperintahkan kepada :,

Nama WP/ Penanggung Pajak

OO IECEE NS O oo

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.

Tenurut perincian berikut :

Jenis Pajak Tahun No, Dan Tgl [ Tanggal Jatuh Jumlah —[
Pajal
e SKPD/STPD Tempo Tunggakan
SK Pembetulan/ SK Keberatan Pembayaran Pajak (Rp).

Putusan banding *)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

*) Coret yang tidak perlu




32. BENTUK SURAT PAKSA PAJUAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Teratai No. 8] Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

SURAT - PAKSA
o A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama R T S
NPWPD e R S e R A S
Alamat B o s i i e b S R BV
Dasar Penagihan B e S S R EOR R e e e e A e

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

e e -

' |
| Tal Nomor dan Tanggal, SKPD/STPD/ Tanggal Jumlah
Jenis Pajak Pa']‘:; Keputusan Keberatan, Keputusan Jatuh Tunggakan

| | J Pembetulan, Keputusan Banding ¥) Tempo Rp
F I ‘

| |

| {
| Jumli (

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan
pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam

waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

(B

barang milik Wejib Pajak/Penanggung Pajak.
Pekanbaru, ....cccooovvvvviniiininiiiioi

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk
melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-




33. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

—-—-———_________________________________________________________

BERITA ACARA

Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ... tanggal ............... DUl e, PABIT wmnnis atas
permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru vang beralamat di
= » saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

ynag beralamat di JI .............. ..

Kepada Saudara e S
Bertempat tinggal di ey s ST e s ST
Berkedudukan sebagai e - it TR
Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam wakty 2 x 24 Jam memenuhj isi
Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah atau Bendahara
Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bank yang ditunjuk sebesar

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta

pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.
Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.
Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada
Wajib Pa_jak/*Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada ......................... SR

TP GRERl e it
o A
Yang menerima Juru Sita Pajak Daerah,

Salinan Surat Paksa




34. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

e ———— ]
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOT & 1ot

Bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
i ki s, o+ A S
Penanggung Pajak
NPWPD it L L LL BT T 1T £
i ————————
telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa NOMOF ...covvvvorovvverrion
tanggal ................ SR T hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang
masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan
Kepada : Nama S T TR 8 s s SR 8 e e e R b

NI? b, - IR ————

Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru

Untuk ¢ 1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau

barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
maupun yang berada di tangan orang lain.

2. Mengejukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum,
apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan
penyitaan.

3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang
Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau
telah dewasa dan dapat dipercaya

4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling
JE- U g = e O hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Pekanbaru, ........ooooooooooii

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




35. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA PEKANEARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Teratai No. 81 Telp. [0761) 22701

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR 1 suvsmemmmmescsesssossinsssssisssosmmsmremmsesssossmsss
Pada hari ini ...............__. Tangeal i, BUlan oo Tahun ............... , atas kekuatan
Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor.........coveiucvivninninn, Tanggal .....c.oooooini, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam hal inj memiliki domisili di kantor dengan alamat Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761)
22701 dan berdasarkan Surat Faksa yang dikeluarkan pada tanggal ................ Nomor......... yang
telah diberitahukan dengn resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah
ini. , maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl. ....ocoovieroo

dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu ;

b e e Pekerjaan ...........coooocvvniiiin

. T Pekerjaan ..........ocoocoevveeeniiviiii

Aelah datang di rumah/ perusahaan/ Penanggung Pajak

~vama WP/Penanggung Pajak

il ::DDLHIIH—!LHLIIT

Alamat

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/
Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini -
Jenis Pajak Jumlah Pajak yang masih harus dibayar

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak Terletak dj : Taksiran Harga
N st R

Rp. e

Saksi-salksi




36. BENTUK SURAT PENCABUTAN SITA

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH |
Jalan Teratai No, 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

| ............... S AR S avans TaluHA v

| Nomor ‘
| Perihal : Pencabutan Sita |
| |
! Kepada Yth, ||
! HBME it

| NeweD: [ [] [TTTTT1 1] [T] [T
| PIBHEE S onsmas i 5 s semmeeses

! Berhubung saudara telah melunaskan Tunggakan-tunggakan Pajak, maka
' penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal
.......................... dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Pekanbaru, ............ Tahun.................
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




37. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAEFPAH
JL. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

BOMOR & wocimvaenssssnsissssss iiginsas smmmmmssnsomssssssmsssss
Pada hari inii ........ooooooeinn. TEAREA] v, Bulan ............... Tahun .............. , berdasarkan Surat
Perintah ........ccooooeviriivnniin, Kepala Dinas Pendapatan Daerah ....................o...... Tanggal ..........ov.
530 o SRS tahun ......oocoveenn, HOMIGEY Giimmmensoms yang bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jl. Teratai No. 81
Telp. (0761) 22701 dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah
dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di ..oooooverveereeonesi
dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

by s R R o s cxmmmr mm e Ly e

B e mrmyr o o o S S PRIEIRBIN o swosssrsns s imsm

—=lah datang di rumah atau perasahaan penanggung pajak bernana : ... Bertempat
SOEEEL QL i v Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang barang milik
penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum
dalam BERBEA] il i s sews o berjumlah Rp.
.......................................... Dengan huruf(}

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak Terletak di ;

Kepada Penanggung Pajak dan Penimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita
tersebut akan dicabut Surst Perir.tah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Selama Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

PERVATIPAN it v sonmmas JUTU Sita @ e eeiin,
Salksi O
S ]
NIP.




38. BENTUK SURAT PERMINTAAN LELANG

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
J1. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

Nomor
Lampiran Kepada Yth.
Hal : Permintaan Pelaksanaan Saudara Kepala ........
Lelang Barang~barang Sitaan di.
atas Tunggakan s e

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang—barang
sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami
laksanakan terhadap, Wajib Pajalc Daerah.

NPWPD ; D D L’ | ’J FIJ E_—[j

Bertempat tin =

ng telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp. ........c..ocoooovvioi
Bdantss L Emrem—— ) Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk di lelang dimuka
umum.,

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam wakty dekat, dan mengenai
kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak
Reklame di atas ditambah biaya-biaya penagihan lainnva sebesar L < S e

Atas bantuan Saudara, kam: ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, ............... Tahun ..........

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,




39. BENTUK SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDAPATAN DAERAH
JI. Teratai No. 81 Telp. (

0761) 22701

Kepada Yth.

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN L

ELANG
Nomor :

Oleh karena Saudara Daerah sesuai dengan Surat Pencabutan
Penyitaan tanggal

.......................... Nomor : ., maka dengan inj kami
MENCABUT Pengumuman Lelang

telah melunasi hutang Pajak

.................. sy T aan

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

indasan :

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pemeriksaan

‘uru Sita Pajak Daerah




40. BENTUK SURAT PERMOHBONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI wp

Pekanbaru,

Kepada Yth -
Walikota Pekanbary
_ Melalui Kepala Dinas Pendapatan
Perihal ; Permohonan pencabutan Daerah Kota Pekanbary
Pengukuhan sebagai Di -
Wajib Pajak Daerah Pekanbaruy
e ieea L N

Yang bertandatamgan di bawah inj :
Nama
Alamat
No. Tlp/Hp
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD
Dengan ini mengajukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah
Kota Pekanbaruy dengan alasan sthagai berikut :
[

(L]

3.
4,
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :
Fotocopy KTP;
2. Fotocopy Pembayaran terakhir;
3. Fotocopy Surat Keputusan Pengukuhan;
4. Fotocopy akta kematian
5. Dokumen pendukung lainnya;
Bl ittt g s s

Demikian permohonan inj saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

¥) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus



41. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI wp

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOoTA PEKANBARU

NOMOR TAHUN 20.....
ENTANG
PENCABUTA’\‘ PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KoTa PEKANBARU,
Membaca ! Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor ., Tanggal ..., Tahun .., .. tentang

Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak daerah,

Menimbang ! a. bahwa terhadap Yyang bersangkutan tidak memenuhj persyaratan
sebagai subjek maupun objek Pajak Reklame sesyaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dj atas periy
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Pekanbary tentang Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak
Daerah,
Mengingat il Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2009
Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
5049);

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbary Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbary Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan
Tugas Poln}; Dinas-dinas dj Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Peratur:, Daerah Kota Pekanbary Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak R ame;
4, Peraty Walikota Pekanbary Nomaor Tahun 2016 tentang
Petun «lnksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU ¢ Meneabut Wajib Pajak :
1. Nama Merk Usaha

2. Alamat/Lokasi Usaha
3. NPWPD

9, Peranggung Pajak

S. Alamat

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME

KEDUA ! Dengan pencabut:y, sebagaimana dilstum KESATU di atas maka segala hak
dan kewajiban Yan; bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak
berlaku dan bata] .. imi hukum,

KETIGA : Keputusan iaj mulin berlaky sejals tinggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikenudi..: hari terdapat k. keliruan dan kesalahan maka akan
dilakukan perbaj;. , «bagaimana mesti;iq

Ditetapkan ¢, 11 anbary
pada tanggal 28 e

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOT1x PEKANBARU,

NIP,



42. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENCABUTAN PENGUKUHAN

SEBAGAI WP

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN ATAS PERMOHANAN PENCABUTAN PENGUKUHAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

: Surat permohonan Wajib Pajak Nomor ... Tanggal .... Tahun

tentang Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak

dzerah.

« a.

bahwa yang bersangkutan tidak bisa dilakukan
pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak karen masih
terdapat utang pajak, proses hukum atau proses
administrasi atau tidak memenuhi persyaratan sesual
ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di
atas  perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan
atas Permohonan Pencabutan Pengukuhan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2016
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak
Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menolak Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :
1. Nama Merk Usaha ;

2. Alamat/Lokasi Usaha

3. NPWPD

4. Penanggung Pajak

5. Alamat ;

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME



KEDUA : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU di atas
dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan
tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan
pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal }J FeRRYary” 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

LA
SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001



